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BAB V 
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian dari penulis, yang telah di uraikan dalam bab III dan bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Didalam fiqh Islam, khususnya kajian dalam Imam mazhab ada pendapat yang membenarkan kawin paksa, yaitu berdasarkan konsep Ijbar yang dikemukakan oleh Imam Syafi`I. Namun apabila keluar dari konsep Ijbar, dalam artian atas dasar tidak sukarela atau bukan kehendak sendiri dan adanya paksaan dalam akad, maka pemaksaan atau kawin paksa adalah hal yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.
2. Dalam perspektif gender, kawin paksa dinilai sebagai salah satu bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender, bahkan dinilai merupakan diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin terutama perempuan, karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk memilih pasangan hidupnya layaknya kaum pria.
B. Saran-saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :
1. Untuk mencegah terjadinya kawin paksa, maka perlu diintensifkan penyuluhan tentang undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh instansi-instansi terkait. Selain itu juga seharusnya para orang tua atau wali perlu bermusyawarah terlebih dahulu dengan anaknya dalam hal memilihkan jodoh, agar tejadi saling kecocokan di antara mereka, sehingga tujuan perkawinan yang dicita-citakan dapat terwujud. Selain itu prinsip yang berlaku dalam hokum positif dan hokum Islam tentang “kehendak bebas” atau kesukarelaan dalam perkawinan haruslah dihormati oleh keluarga atau masyarakat, khususnya para orangtua wali, supaya perkawinan yang terjadi dapat dijalankan dengan baik, bahagia dan tenang tanpa adanya tekanan dan keterpaksaan.
2. Pemahaman keagamaan yang bias gender di kalangan pembuat kebijakan dapat menjadi akar persoalan karena melahirkan kebijakan maupun peraturan (daerah) syariat Islam yang juga bias gender. Disadari maupun tidak, secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya adalah negara. Mengubah kondisi pemahaman dan penafsiran terhadap teks yang bias gender menjadi prilaku kehidupan yang berkeadilan gender memang tidak mudah, tetapi harus terus diupayakan. Reinterpretasi bahkan rekonstruksi terhadap pemaknaan teks sebagai content harus dibarengi secara simultan dengan perubahan kultural dan struktural yang menggunakan perspektif gender. Untuk itu, diperlukan adanya proses penyadaran gender yang ditujukan terhadap ketiga pilar yang menjadi akar ketidakadilan gender, yaitu menyangkut isi (content), kultur (culture) dan struktur (structure), karena satu sama lain dari ketiganya saling mempengaruhi. Substansi ajaran agama maupun hukum-hukum atau syari`at Islam yang bias gender tidak akan mungkin berubah menjadi adil gender kalau secara struktural para ulama, penafsir dan ahli agama serta para penyelenggara negaranya tidak sensitif gender apalagi buta gender. Sebaliknya kondisi struktural yang bias gender tidak akan mungkin berubah kalau secara kultural kehidupan masyarakat di lingkungannya masih melanggengkan konstruksi sosial yang tidak adil. Kita semua hendaknya mengambil posisi untuk melakukan intervensi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
